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PERATURAN RIO TIRTA MULYA
KECAMATAN PELEPAT ILIR EABUPATEN BUNGO
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG
PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DUSUN TIRTA MULYA

DENOAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
RIO TIRTA MULYA

Menimbung : & bahwa membangun keperciyman  masyarakat  stas
pelayanan  publik  yang dilakokan  penyelenggaraan
pilayanan public merupakan kegiatan yang harus
masyamkat Dusun Tirta Mulya tentang peningkaton
pelaynnan publik;

b, baphwa untuk mewadall aspirasi boagi masyambkat den
menciptokan tranparansi  dalam  rangka  mewuajujdkan
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dan
korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintiah
Dusun Tirts Mulya, maka diperfukan pengnturan hukum
yang mendukung:

¢ bahwa berdusarkan pertimbangan sebigaimana dimaksud
dulam hurufl o dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan
Rio tentang Pelaynnan Penanganan Pengadunan Masyarakat
di Lingkungan Pemerintuh Dusun Tirta Mulya;

Mengingat @ 1. Undang-Undang Nomar 25 Tahun 2004 tenteng Sistem
Perencanoan Pembangonan Nosional {Lembaran Negarn
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomar 104);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antarm Pemerintah Pusat dan
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Pemerintahan Daerah  (Lembarman  Negara  Republik
Indonesin Tohun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesin Nomar 4438);

3. Undang-Undung Nomor 28 Tahun 1999 1entang
Penyelenggarann Negara Yang Bersih dan Bebas Dan

Korupsi, Kolusi dan Nepgtisme (Lembaran Negars Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambalian Lombaran

Negnra Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 14  tahun 2008  tentang
K=terbuknen Informasl Publilk (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembmran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomer 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambmhan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 50538];

G. Undang-Undang Nomor & Tahua 2004 tontang Desa
{Lembarmn Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Komor
7 Tambahan Lembaran Negira Republik Indonesin Nomor
5493);

7. Peraturss Pemerintah (PP} Nomor 96 Tuhun 2012 tentang
Pelaksansan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009
Tentnng Pelayanan Publik (Lembaman Negara Republik
Indanesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negam Republik Indonesia Nemor S357)

8, Peraturpn Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelnksanasn Undang Undang Nombor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembamn Negara
Republik Indonesia Nomor 5539] scbagaimans tedah
beberaps:  kali  diubah, terakhir dengan Peruturan
Pemetintaly Nomor {1 Tahun 2019 tentang Perubuhan
Kedita utas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Pernturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negmra Republik
Indotiesin Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

9, Peraturan Presiden [Perpres) Nomor 76 Tahun 3013 tentang
Perigelolaan  Pengaduan Pelayanan Publik  {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

———_—a

Dipindal dengan CamScanner



10. Undang-Undnng Nomor 23  Tahun 2004  teniang
Pemerintihas  Diaetah  (Lembaran  Negarn  Republik
Indonesin Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negam Republik Indonesia Nomor 5587) sebagnimana {elah
divbah beberapia kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tohun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Megars Republik Indonesis Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembarun Negarn Republik Indonesia Nomor
6573}

11, Peratumn Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata
Cara Pelaksanann Peran  Serta Masyarnkot  dalam
Penyelenggaraan Negara  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomwor 129, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indoneaia Nomar 3866},

12 Peraturan  Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengeadalisn dan
Evaluusi Pelalsannan Rencana Pembangunon  Daerab
[Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
47375

14, Pernturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strateg
Nasionnl Penccgauhun Korupsi [Berita Negasma Republik
Indonesin Tahun 2018 Nomaor 108);

14, Permturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber duri Anggaran Pendapatan dan
Belunja Negars (Uembaran Negora Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesin Nomor 5558) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomaor
8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indoncaia
Toahun 2016 Nomor 57);

15. Perituran  Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembinean dan Pengawosan Penyelenggarmnn
Pemerintahan  Doerah  (Lembaman  Negara  Republik
indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negura Republik Indonesia Nomor 6041);

16, Pernturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design Reformasi Birokmsl 2010-2025;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara
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Republik Indonesin Tahun 2014 Nomor 2001

18, Pernturan Menterd Dalam Negerd Nomor 81 Tehun 2015
tentung Evaluasl Perkembangan  Dews  Dan Kelurahin
(Betitn Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Namer
2007);

19, Pernturnn Menterl Dolnm Negorl Namor 44 Tahun 2016
tentngg  Kewenangan  Desa  (Heritn  Negarn Hepublik
Indoneain Tahun 2006 Nomar 1037);

20, Pernturan Menterd Dolun Neperd Nomor 86 Tabun 2017
tentnng Tata  Care  Perenconann, Pengrndalion  Dan
Evaluasi Pembangunan  Daernh, Tata Carn  Evalussi
Rancangan  Peraturan  Doernh  Teniang  Rencana
Pembangunan Jangkn  Panjeng  Dacrmb Oan Rencoana
Pembangunan Jangkin Menengah Dactab, Serts Tata Cara
Perubahan Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang
Dacrah, Rencuno Pembangunnn Jangks Menengah Doerah,
Dan Rencanu Kerju Pemerintah Dacrah (Berita  Neguari
Republik Indonesia Tuhun 2017 Nomor 1312);

21, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuungan Desa  (Berita  Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Namor 611)

22, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Dacrah Tertinggal,
Dan Transmigmsi Nomor 21 Tahun 2020 wntang Pedoman
Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayvaan Musyarakat
Desa {Berita Negwra Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1633);

23. Peraturan Menter] Desa, Pembungunan Dierah Tertinggal,
Dan Transmigroni Nomor 7 Tohun 2021 tentang Prinritas
Penggunaan Dann  Dess Tohun 2022 (Berita  Negary
Repulilik Irdonesio Tuhun 2021 Nomor 961);

24, Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 190/ PME.07 /2021
lentang Pengeloliun Dans Desa (Beritn Negara Republik
Indonesin Tahun 2021 Nomor 1424);

25, Peratumn  Menteri Pemberdiyunt Aparitur Nejora  dan
Reformasl Birokrusl Nomor 52 Tahun 2014 tentanyg
Pedoman Pembangunun Zonn Integritas Menuju Wilayah
Bersih Dard Korupsl Dan Wilsynh Birokrusi Bersih dan
Melayuni  di  Lingungun  Kemienterian/Lembaga  dan
Pemerintah Daerah (Berita Negara  Republik  Indonesia
Tuhun 2014 Nomor 16810) sebagaimona telah  diubah
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dengan Peraturan Menleri Pemberdayaun Aparatur Negura
dan Roformasi Birokrast Nomor 10 Talun 2009 entang
Perubalan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur
Negarn dan Reformani Birokrani Nomor 52 Tahun 20104
tentong Pedoman  Pembangunan Zooa Integriten Menuju
Wilnwnh Beraib Dard Korupsl Dan Wilaynh Birokrasi Bersih
dan Meliyani di Lingkungsn Kementetian/Lembaga dan
Pemermtaly  Dagrah  (Berita Negam  Republik Indanesia
Tahun 2014 Nomaor 1813);

26. Peratumin Komisl Pembermntasan Korupai Nomor 02 Tahun
2019 tentang Pelaporan Geatifikasl [Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);

27 Peraturun  Gubernur Nomor 37 Tabun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun
2017 Tentang Pedoman Umum Baniuan Keuangan Provinsi
Ke Desa/Kelurahan Dalam Provinaei Jambi (Benita Dacrah
Provinsi Jambi Tahun 2018 Nomar 37),

28, Peraturan Dikernh Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2007
tentang Penyebutan Kepala Desn Menjadi Rio, Desa
Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran
Pasmh Ksbupaten Bunge Tehun 2007 Nomor 9)
uebagaimana telah  diubab  denpan  Perstursn  Daerah
Kabupaten Bungo Nomar 2 Tahun 2009 tentang perubahan
aes Pernturan Daecrah Nomor 9 Tuhun 2007 tentang
Penyebutan Kepaln Desn Menjadi Rio, Desa Menjadi
Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Dacruh
Kabupaten Bunge Tahun 2009 Nomor 2},

29, Peraturun  Dueroh Nomor 13 Tohun 2007 tentang
Pengelolaan  Keuangsn Dusun  (Lembaran  Daerah
Kabupaten Bungo Tuhun 2007 Nomor 13,

30. Peraturan Dusan Tirta Mulyn Nomor 11 Tahun 2030
Tentang Rencana Pembangunan Janghkn Menengah Dusun
Tahun 2020.2026 (Lembanin Dusun Tirta Mulya Tahun
2020 Nomor 11);

31. Peraturan Dusun Tirta Mulya Nomor 9 Tahun 2017 tentang
Dafar Kewenangan Dusun Berdasarkan Hok Asal Usul dan
Keweniingan Lokal Bersckala Dusun (Lembaran Dusun
Tahun 2017 Nomor 9);

32, Peraturan  Dusun Tirta Mulya Nomor 12 tahun 2020
tertang Rencana Pembangunan Jangkn Meoengah Dusun
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periode 2020-2026 (Lembaran Dusun Tahun 2020 Nomos
12);

a3, Peraturan Dusun Tirta Mulya Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Dusun
Tirta Mulya (Lembmran Dusun Tirts Mulya Tahua 2021
Nomar 2},

34, Pernturan Dusun Tirta Mulya Nomor 2 Tahun 2021
Tentang Pendapatan Asli Dusun;

35, Persturan Dustn Tirts Mulya Nemor 2 tshun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Dusun Tahun Anggaran 2022
[Lembaran Dusun Tahun 2022 Nomor 2);

16. Pernfuran Dusun Tirta Mulys Nomor 5 Tahun Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dusun Tahun Anggarun
2021;

MEMUTUBKAN :

Menctapkan : PERATURAN RIO TIRTA MULYA TENTANG PELAYARAN
PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGRKUNOAN
PEMERINTAH DUSUN TIRTA MULYA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Pernturan Dusun ini, yang dimaksud dengan:

(1) Dusun adalsh Dusun Tirm Mulys Kecamatan Pelapat llir Kabupaten
Bungo;

{2) Pemerintahan Dusun adalah penyelenggara urusan pemerintah  dan
kKepentingan masyarakat dusun setempat dalam mistem pemenntahan
Negara Kesatuan Republik Indonesiag

(3] Pemerintah Dusun adalah Pemerintah Dusun Tirta Mulya Kecamatan
Pelepat [lir Kabupaten Bung;

[4] Riondalah Rio Tirta Mulya Kecamatan Pelepat [ir Kabupaten Bungo;

(5] Badan Permusyawwstan Dusun yang selanjutnys disebut BPD adalah
lembaga yang melaksanokan fungsi pemerintahon yang anggolanyn
merupakan wakil dari masyarakat dusun berdasarkan keterwalkilan
wilayah dan ditetapkan secara demokratis;

(6) mmmmmmmmmmmmﬁpuﬁ
kewoniangan di bidang penyelenggarasan  Pemenntohan  Dusun,
pelaisannan Pembangunan Dusun, Pembinaan Kemasyarskatan Dusun,
dan Pemberdayaan Masyamkat Dusun berdusarkan prokarsa
masyarakat, hak asal usul dan adat istindat Dusun.
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(71 Peraturan Dusun  adalah  Peraturan  Perundiang. undangan  yang
ditetapkan oleh Pemerintah Dusun setelah dibohas dan disepakati
bernama BPD.

L] Hmnﬂunmduhhummhﬂqundamm
penyclenggaraan Pemerintahan Dusun yang dapat dinllai dengan uang
jermasuk di dalamnya segala bentuk keksyasn yang berhubungan
dengan hik dan kewajiban Desa tersebut.

9 Rekening Kns Dusun yang selonfutnya disingkat RKD adalah rekening
tempat penyimpanan uang Pemerintah Dusun yang menampung seluriih
penerimann Desa dan untuk membayor seluruh pengeluaran Dusun pada
bink yang ditetapian.

(10) Pengelolaan Keuangan Dusun adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perenicannan,  pelalaanaan, penatousahaan,  pelaporan,  dan
pertanggungiawaban keunngan Dusun.

(11] Anggaran Pendapatan dan Belanjs Dusun yang selanjutnys  disebut
APBDuUs adalah rencana keunngan tahunan Pemerintahan Dusun yang
ditemnpkan dengan Pernturan Dusun.

(12) Pendapatan Dusun adalah semua penerimsan Dusun daianm 1 [satu)
mm:nﬂﬂnnmnuuﬁdlhﬂnmmdmﬁdnkpﬂiudlhmhﬁhn
oleh Dusun.

{13) Belunjn Dusun adaloh semua pengelunrmn yang merupakan kewnjiban
Dusun dalum | [um}uhunnnmmnmﬂduk-k-ndlpmhh
pembayarannyn  kembali dun  dipergunakan  untuk mendanal
penyelenggaman kewenangan Dusun dan disusun secarn berimbang
mmmﬁmundmmﬁmn.mummmﬂpdnmmln
hasil dar inpul din output yang direncanakan,

(14} Pemblayaan Dusun adalah  semui penerimnan  yang periu dibayar
kembali dan/atnu pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada
tahun anggaren yung bersangkutan maupun pada tahun anggaran
berikutnya.

[15) Musyawarsh Dusun adalah musyawarah antars Baden Permusynwaratan
Dusun, Pemerintah Dusin, dan unsur masyarmkat yung dinelenggaraken
olsh Bodan Permusyawaratan Dusun untuk menyepakati hal yung
baraifnt strategis.

(16) Rencona Pembangunan Jungks Menengah Dusun, selanjutnya disinghat
RPJMDus, sdalah Rencann Kegintnn Pembangunan Dusun untuk jangkn
waktu 6 (enam) tahun,

(17) Rencans Kerja Pemerintah Dusun, selanjutnya disingkat RKP Dusun,
adilah penjabaran darl RRIM Dusun untuk jungha waktu 1 (smtu) tahun,

{18) Pelayanan Publik adalah kegintan atau rangkaian kegiatan dulam rangkn

pemenuhan kebutuhan pelayinan sesuai densnn peraturan perundong-
o —
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undangan bagl masysmkatl stas barang, josn dan/atay pelayanan
sdministensi yang diselenggarnkan oleh penyelengourn pelnyanan publik.

(19) Penvelenggar Pelavanan Publik yang selanjutnyn disebutPenyelenggam
adnlah setinp institusi penyelenggara Negara , korporasi yang dibentuk
berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik.

(20) Penpaduan masynrakat adaluh bentuk penerapan dari pengawnsan
masynrakat yang disampaiknn oleh masyarakat kepada  Aparmiur
Pemermitaly terkait, berupa sumbangan pikimn, saran, gagasan atau
keluhan/ pengaduan yang bersifat pembangunan.

(21) Pengaduan bersifat Pengawasan adalah pengaduan masyarakat yang yang
mengandung hambatan pelayanan, korupsi, kolusi dan nepotisme,
pelanggaran disiplin pegiwil, mengakibatkan kerugian
masyarakat/negara dalam rangka penyelenggarann pemerintahan umum,
pembangunan dan pelayanan.

(22) Petugns Pelaksann Pelayanan adalah petugas pelaksana  pelsyanan
penanganan pengaduan di desa.

BAH I
ASAS DAN PRINSIP PENANGANAN PENGADUAN
Paunl 2

Asas-asas dalam penanpanan pengndusn terdin duri:

a. Kepastiun hukum yaitu mengutamakan landasan peratumn perundang-
undangan yang berlaku dalam menangani pengaduan masyarakat;

b, Trinsparansi, yaitu membuks did dan memberi Kesempatan kepada
masyarakat dalsm melnksanakan hok- haknya unfuk memperoleh
informasi yang benar, jujur dan tidak dislkriminatif terhadap penanganan
pengadusn musyarskut berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas,

e. Koordinasi, yaitu meloksanolon kerjasama yang baik dengan pihuk yang
berwenang dan terkait berdasarkan melmnisme, tata kegjn dan prosedur
yang berlaku;

d.  Efelifitus dan Efisiensi, yaitu kegintan penanganan pengnduan harus
dilaksanakun secars tepat sasaran, hemat tenoaga, wikiu dan biayn;

e. Akuntabilitas; yuitu proses penyelenggaraan pelayanan pengaduan harus
dopat  dipertanggungjawablan  sebagnimans  ketentuan  persturan
perundung-undangan;

[.  Objektivitas, yaitu kegiatan penanganan pengaduan harus berdasurkan
fakia ntau bukti yang dapat dinilal berdasarkan kriteria tertentu;

g Proporsionnl, mengutimekan kepentingan pelaksanasn tugas dan
kewenangan dengan memperhatikan adunyn kepentingan yang sah
lainnya secara seimbang;
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h. Kemhasinan, yoltu menjaga kernhasiaan sesusl dengan Ketentuan
peraturan perundang-undangnn yang berlnku, kecunli bila ada hik atau
kewnjiban prefesional atau hukum untuk mengungkaphkan.

BAB Il
RUANG LINGKUP PENANGANAN PENGADUAN
Pisal 3
Ruung lingkup pelayanan penanganan pengeduan meliputi:
1 Pelayanan penungenan Pongaduan berkadar pengawassn ya it
n. Hambatan dalam peloyanan masyarakat;
b, Korupst, kolusi dan nopotisme;
c. Pelangguran disiplin pegawid;
2 Pelavanan penanganan Pengaduan tidak berkadar pengawnsan yaitw
& Kritik;
b, Saran;
. Keluhan;

BAB IV
PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN
Pasal 4

(1} Pelayonan Penangaran Pengadiuin yang bersifat Pengawasan dilakulan
oleh BPD Dusun Tirta Mulya.

(7] Pelayunan Penanganan Pengnduan yang tiduk bersifat Pengawasan
dilakukan oleh Perunghat Dusun,

(3) Tiap-tiap Perangkat Dusun berkewnjiban menyelenggarakan pelayanan
penangnnan pengaduan pacs masing-masing satuan/unit kegja;

(4) Dalam rangka menyelenggarakan pelaynnan penenganan pengaduan
schagnimana dimaksud pada ayat (1), tiap- tiap Perangkat Dusun
berkewajiban  menindaklanjuti  setiap  pengaduan  yang diterima,
menyediakan sarana pengaduan, menugaskan peluksana pelaynnun yong
kompeten dalam pengelolaan pengaduan serta menyusun prosedur dan
mekanisme pelayanan penanganan pengaduan di satuan/unit kerjanya
dengan berpedoman pada Peraturan Perbekel ind.

BAB Y
HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA PELAYANAN
Pasal 5
Penerima pelayanan pengadimn berhak:
n wmmwwmmhmm
kritik dan pernyatsan kotidakpunsan lainnys atas pelaysnan yang
diterims.
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{2) Penerima pelayanan berhak memperoleh tanggapan sebagal tindal lanjut
atan pengadunn yang disampaikannys sesuni prosedur dan mekanisme
yang ditetapkan scbagaimnna  diatur dalam  ketentuan  peraturan
perundung: undangan,

(3) Penérima pelayanan berhak mengetahui hasil penanganan pengadusn
terhacdap pengndunn yang disampaliannya.

Pencrima pelayunan pengaduan wajib:

(1} Penerima pelayanan wajib memberikan identitas yang jelas meliputi
Nitmn, Alamat, Nomor KTP, dan identitas lainnyas yung dapal
diperianggungjawabkan

(2) Penerima pelayanan wajib menyampaikan lokasi/lempit yang disdukan
tintuk mempermudah pelayanan pengiduan.

BAB VI
SARANA PENGADUAN
Pasal &
(1) Pengaduan daput disampaiksn oleh penerima  pelaysnan  kepada
penyelenpggam pelayanan melalul Sarana Pengaduan:

n. Penyimpaian secars lisan, yakni secars langsung  disampaikan
kepada petuges pelaksana pelayanan pada Linglkungun Pemerintahan
Dusun Tirta Mulya;

b, Surat yang dinlamotkan kepada Pemerintahan Dusun Tirta Mulyn;

c. Medin massa, baik cetak maupun elektronik yang terdapat di
Pemerintahan Dusun Tirta Mulya;

d, Webnite Pemerintab Dusun Tirta Mulya ynkm

42 NULY G e 0 QO LITTIET), SEaicing ]
g, Salurun lingsung pada Telepon Pengadusn;
[ Media Sosial, yakni Facebook (Tirta Mulya)
g Sarana pengaduan berupa Kotak Peogaduan yang disedialan di
Gedung Pelayanan Dusun Tirta Mulys;
h. Tatap muka dengan masyarakal;
L Samana atnu media lain dengan tetap memperhatikan aksesibilitas
penyclenggara pelayanan,

BAB VII
PETUGAS PELAKSANA PELAYANAN
Pasal 7
{1] Pemerintah Dusun Tirta Mulyn menetapkan petugas pelaksana
pelayanan;
{2) Petugas pelaksana pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan penugis yvang kompeten dalmm pengelolaan pengaduan dan
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bertanggung jawnb atas pengelolann pengaduan sertn sarana pengaduan

vang disedinkan;

(31 Petugas pelaksana pelayanan memiliki tugas:

0 Mencrima pengaduan yang disampaikan oleh penerima pelayanan
melalii media penynmpaian pengadunn;

b, Melakuknan pencatatan terhndap setiap pengadunn yang diterima;

¢, Mengruskan pengaduin  kepadn pejabat yang berwenang untuk
mendapatinn tindak lanjul dan penyeleanian;

d. Mencatat hanil penyelesaian dan menyampaikannys kepada pencrima
pelayanan yang bertindak selaku pelapor;

e. Menyusun laporan hasil penyelenggarnan pelayanan penangunan
pengadunn;

{ Mengirimkan laporan hasil penyclenggarsan pelayonan penanganan
pengaduan, baik secara periodik maupun insidentil kepads Pelaksana
Penanganan Pengaduan Masyarakal di Pemerintahan Dusun Tirta
Mulya.

BAB VI
TATA CARA PENYELESAIAN PENGADUAN
Pasal B
{1) Pengaduan masyarakat yang diterima olch petugns pelaksana pelayanan
pada jam kerja harus suduh ditsruskan kepada pejabat yeng berwenang
untuk ditindaklanjuti paling lambat 1x24 jum techitung sejak pengaduan
diterima;
(2) Untuk penanganasn pengaduan yang ditangani oleh satuan/unit kerja
tanpa memeriukan koordinasi dengan satunn /unit kerja lain:

a. Paling lambat 3 (tign) hari kerja terhitung sejak pengaduan diterima,
saluan/unit kerja  penyelenggarn  penanganan  pengaduan harus
melaksanakun identifikani dan  klarifikesl atas  pengadunan  yang
diterima sertn menyampaikan atau mengumumkan hasilnyn kepada
penerima pelayanan selaku pelapor;

b. Paling lambat 7 [tajub) hart kegja terhitung sejak pengadunn diterimn,
salunn/unit kerjn penyelenggara penunganan  pengnduan  harus
menyumpaikan otau mengumumbkan  hasil pam;lﬁnn terhadap
pengadunn yang diterima kepada penerima pelayanan selaku pelapor;

(3 Untuk peninganan pengaduan  yang ditangani  oleh  dlou yang
penyelesainnnyn memeriukan kdordinasi antar satunn funit kerjo:

a. Paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejnk pengaduan diterimun,
satuan/unit  kerjn penerima  pengaduan harus  melaksanakan
identifikasi dan idarifikasi atas pengaduan serta menyampaikan atau
mengumumkan hasilnyn kepada penerima pelayunan selaku pelapors
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b. Paling lama 30 (tign puluh) hari terhitung sejak pengaduan diterima,
satuan/unit kerjin penerimn pengaduan harus menynmpaikan atau
mengumumbtan hanil penanganan lechadap pengadunn yang diterims
kepida penerima pelayanan selaku pelapor,

(4] Penyelesaian penanganan pengaduan dilakukan oleh  penyelenggara
pelayanan dengsn mengedepankan asas penanganan peagaduan.

BAB X
LAPORAN HABIL PENANGANAN PENCGADUAN
Pasal 9

(1) Tiap-tinp Perangat Dusun berikewajiban menyusun laporan bulanan
terkait hasil penyelenggaraan pelayanan penanganan penpaduan dalam
bentuk Rekapinilasi Hasil Penanganan Pengaduan.

[2) Laporan bulsnan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimian kepada
Pelnksana Penanganan Pengaduan Masyamint di Dusun Tirta Mulya
selambat- lambatnya pada tanggal 10 setinp bulannya.

(3] Bentul/form Rekapitulansi Hasll Penangannn Pengadunn sebagaimana
tercantum dalum lampiran Peraturan Rio ini.

BAB X
SEKRETARIAT PENGADUAN
Pasal 10
(1} Untuk mendukung kelancaran penyelenggnrann pelaysnan penanganan
pengadunn di  lngkingan Pemerintah Dusun, dibentuk Pelaksana
Penanganan  Pengaduan Masyarakat di Dusun Tirta Mulyn yang
berkedudukan di Kantor Dusun Tirts Mulya,
(2} Sekretarist Polaksans Penanganan Pengaduan Masyarakat sebagaimana
dimaksud ayni (1] dipimpin oleh Rio Dusun Tirta Mulya.
(3) Sekretarint Pengadunsn memiliki fengsi:
&, Menginventorisir dan  mengelola hasil  pelayanan  penanganan
pengaduan di lingkungan pemerintah dosun;
b, Melakukan koordinasi dengan satuan/unit ke terkuit dalam rangka
penanganan pengadunn yang bersifat lintas satuan funit kerja;
e. Melakuknn monitoring dan ewaluasi terhadap penyelenggiarann
pelayanan penanganan pengadusn di lingkungan Pemerintahan
Dusun Tirta Mulyn,
d. Melaporkan hasil penyelenggaraan pelayanen penanganan pengadunn
di lingkungan pemerintah dusun, baik secara periodik maupun
insidentil, dengan tembusan kepada BPD Dusun Tirta Mulya.
e. Menyinpkan bahan lsporan Pelayanan pengaduan di linghungun
pemerintah dusun yang akan disampailosn kepada Camat dan Bupiti
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(4) Pembentuknn Pelaknuns Penonganan Pengadunn Masyarskat di Dusun
Tirta Mulyn schagaimans dimaksud padn ayat (1) ditctapkan dengan
Keputusan Rio,

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Paonl 11

(1) Tiap-tinp Permngkat Dusun selaku penyelenggam pelayanan berkewnjiban
mengumumkan  nama  petugas  pelaksans  pelayanan,  mekanisme
pelayanan  penanganan  pengaduan, seftn saron pengaduan  yang
dizediakan.

(2} Dalam keadosn tertentu penerimn pelaynnan selalu pelnpor dapat
merahasiakan noma dan identitasnyi.

[3) Penyelenggara pelayanan berwenang untuk  tidak  menindaklanjuti
pengaduan yang dinilsi tidalk etis, berbau SARA (Suku, Agama dan Rus)
dan tdak bersnggung jaweb,

(4] Tiap-tinp kepala dusun dapal mengembangkan system penyelenggaraan
pelayanan penunganan pengaduan di maning- masing satuan/unit kerja
dengan berorientasi  pada  peningkatan  kepussan  pelunggon  dan
berpedoman pada Pernturan Rio ind

BAB XlI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Pernturan RIO in mulni berlaku pada tangzal ditetapkan. Agar setiap omng

mengetahuinys, memerintahkan pengundangun Peruturan RIO ini dengan

penempatannya dalam Berita Dusun.

Ditetaplkan di Tirta Mulyn

Divundangkan di Dusun Tirta Mulya
Pada tanggal 29 Maret 2023
SEKRETARIS DUSUN TIRTA MULYA,

i ‘
NUR ASWANI

w3
BERITA DUSUN TIRTA MULYA TAHUN  NOMOR 0
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LAMPIRAN |

PERATURAN RIO DUSUN TIRTA MULYA KOMOR : 10 TAHUN 2023

TANGGAL 1 29 Maret 2023
TENTANG : PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARARAT DI

LINGKUNGAN DUSUN TIRTA MULYA

PENGADUAN MABYARAKAT

Hari inl, o tANERAL ... . SyR
melakukan  pengadunn  mengenai  pelayanan  yang  diberikan  oleh
m}um&mﬂahﬂunmm p—

[S] PENGADUAN

Bila pengaduan anda perlu kami tanggapl mohon dilengkapi dengan data yang
dapat kami hubungi:

Nama

NIK

Alamat

No Hp

Email

Tanda Tangan Pelapor Petugas Penérima Laporan
Mengotahul,
Rio Tirta Mulya
PAINO
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LAMPIRAN 1l
PERATURAN RIO DUSUN TIRTA MULYA NOMOR : 10 TAHUN 2023

TANGOAL
TENTANG

: 29 Marct 2023
¢ PELAYANAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI

LINGKUNOAN DUSUN TIRTA MULYA

NO

KOMPONEN

o et

URAIAN

Dasar Hukum

1. Nomor 25 Tahun Tentang Pelayanan Publik
2. PP Nomor 78 Tahun 2019 tentang Pengelolasn

Pengadunn Pel

Sistem Pelayanan

I, Fowcopy KTP Pemohon f Pelapor
2. Buku pelongguran pelayanan Publik

Hintem  Pelayanan
dan prosedur

Publik.

Pemdin

_,{

Pemnohion mengaj
Dhirsai wralan fmasalah dan bukitora)

ukan pengnduan

!

Juwban fperiyelesainn
masalah disampalkan
maelubul poivagns

Fetugns minonint
dalam reghrtes

T

1

pejalsd/ pesawnl yang
ildnknn memberikon
Jiowntinn i et neibich

yung diadukan

Pretugna
menadintribosikan

hegunda
Prejatmt / prgawal
vang disdukan

5 [LIMA] hari Kerja

| Penanganan

299 =

Meclin

ATK

Faqgl:mn |
Ruang Pengnduan yang representatif
Ruang tunggu yang representacil
Lan
webklie, cmail dun media socinl)
Register pengaduan
Kofak pengadunn /sxran fkertiki masakan

(ttap muks, formulir,

Kopetonm Petugis

ol s Bl b o

Memphami
Publik, dan
f, M

Mampu Mengoprasikan Komputer
Memahami proses pelayanun
peraiumn tentang

] komunikasi dengan baik

Pengaswasan
Internal

Dilakukan oleh atusan langsung

Pelnyiunm

Pengaduan  Saman
dan Masukan

masknn:

a. Sarana Pelayanan Pengnduan, Samn dan
1. EHEauu Whnmpp umﬂsmm

4 Instagram | tintamulys

5. Fucebook : Dusun Tira Mulya

6. Kotak Saran Pengaduan

7. Formulir Survei [EM

Penanganan penguduan akan ditindaklanjutl
dengan tahapan sebagal berikut:

1. Cek administrasi
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4, Cek Lapungan
3. Koordinani Internal/ckaternal

€. Respon pengaduan 1 (satu)l harl  sejuk
diterimmanyn pengaduan

d. Penyelesnian pengaduan sesuai dengan kondiai
dan permusalshan yang ada.

Jumlah Petugas Jdumlah personil yang menangani 3{tiga) orang

Jaminan Pelayanan | a. Diwwjudkan dengan adanys kepastian
persynratan, waktu, dan didukung oleh SDM
yang berkompoten

b. Adanya jaminan bebas KKN

.

Pelnyanan yang CERMAT (copat-ciekiif- rnmakh-
mudnh-aleif-terjanghkan)

Evalunsi Kinerja i Evalunsi Kinerja dilakukan melalui Survey
Kepuasun Masyarakat (SKM| dengan
mekanisme sebagai berilout
1. Setlap ponerima loyanan akan diberikan

formulir IKEM untuk diisi
2. Pengumpuilan dan pengelolonn datn
3. Analizsa datn dan evaluasi
4.Tindak Lanjut Hasil Evaluast

k. Evaluasi berdasirkan Pengawnsan atasan

terkait dan kedisiplinan

Walkttu Pelayanin | 0. Seni-Kamis  08.30-15.00 WIB
b. Jum'at 08.30-11.00 WIB

Biayn Pelayunan | Tidak Dipungut Biaya (GRATIS)
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